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Abstrak
 

Perikatan sebagai seorang personal guarantee atau penanggung utang (borgtocht) meletakkan diri pada

kedudukan yang cukup berisiko. Pada dasarnya, seseorang memiliki tanggung jawab yang cukup besar

dalam kapasitasnya sebagai personal guarantee. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata, seorang

personal guarantee berkewajiban untuk melakukan pelunasan atas utang seorang debitur yang tidak

membayar utang-utangnya. Namun, dalam melaksanakan perikatannya, seorang personal guarantee

diberikan hak istimewa oleh Pasal 1831 KUHPerdata berupa hak untuk menuntut penyitaan dan penjualan

harta kekayaan debitur utama terlebih dahulu sebelum harta kekayaannya dieksekusi. Tanggung jawab yang

diberikan oleh undang-undang tersebut tidak menutup kemungkinan bagi personal guarantee untuk dimintai

pertanggungjawaban di muka Pengadilan. Bahkan, Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur

mengenai pelepasan hak istimewa personal guarantee mengindikasikan adanya kemungkinan personal

guarantee dijatuhkan pailit atas utang debitur utama, baik bersamaan maupun tanpa dipailitkannya debitur

utama. Sayangnya, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan

personal guarantee dalam ruang lingkup kepailitan. Oleh karena itu, pada praktiknya masih ditemukan

perbedaan penafsiran pertanggungjawaban personal guarantee dalam kepailitan. Tulisan ini menganalisis

bagaimana pertanggungjawaban jaminan perorangan (personal guarantee) dalam kepailitan dengan dikaitkan

pada Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst.. Selain itu, tulisan ini juga memaparkan

perbandingan dengan yurisprudensi yang bertolak belakang dengan putusan tersebut, yaitu Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 922 K/Pdt/1995. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian

yuridis normatif dan didukung oleh data sekunder.

......Agreement as a personal guarantee (borgtocht) places oneself in a quite risky position. Essentially, an

individual bears a significant amount of liability in their capacity as a personal guarantee. As regulated in

Article 1820 of the Civil Code, a personal guarantee is obligated to pay off the debts of a debtor who fails to

pay their debts. However, in carrying out the agreement, a personal guarantee is given a privilege based on

Article 1831 of the Civil Code in the form of the right to demand seizure and sale of the principal’s assets

first before executing the personal guarantee’s assets. The liability that is given by the law does not preclude

the possibility for personal guarantees to be held accountable before the Court. In fact, Article 1832

paragraph (1) of the Civil Code which regulates the relinquishment of personal guarantee’s privilege

indicated the possibility of personal guarantee being declared bankrupt for the principal’s debt, either with

or without the principal being declared bankrupt as well. Unfortunately, statutory regulations do not

explicitly regulate the legal standing of personal guarantee within the scope of bankruptcy. Therefore, in

practice, there are still different interpretations of personal guarantee’s liability in bankruptcy. This article

analyzes personal guarantee’s  liability in bankruptcy by reviewing Decision No. 6/Pdt.Sus-
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Pailit/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst.. Apart from that, this article also presents a comparison to a jurisprudence

that is contrary to the decision, namely Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.

922 K/Pdt/1995. This article is written using a normative juridical research method and supported by

secondary data.


